
Mcngingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 teotang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851 ); 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambe.han Lembar Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang 
Pembentukan Pcraturan Pcrundang-undangan (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

Menimbang a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksa.naan tugas pokok 
dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur, 
perlu mengelompokkan alur koordinasi Perangkat Daerah 
menurut tugas dan fungsi Asisten Sekretariat Daerah 
Kabupaten Kolaka Timur scbe.gai unsur pelayan 
adminietratif dalam penyclenggaraan tugas-tugas 
pemerintahan dan mengkoordinasikan perumusan 
kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat 
Daerah; 

b, bahwa berdasarkan pertimbangan eebagaimana dimak:sud 
huruf a, maka petlu membentuk Peraturan Bupati Kolaka 
Timur tentang Pcngelompokan Koordinasi Organisasi 
Perangkat Daerah Menurut Fungsi Asisten Sek:retariat 
Daerah Kabupaten Kolaka Timur. 

BUPATI KOLA.KA TIMUR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENGELOMPOKAN KOORDTNASI ORGANISASI PERANOKAT DAERAH 
MENURUT FUNGSI ASISTEN SEKRETARIA'l' DAERAH 

KABUPATEN KOLAKA TIMUR 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOLAKA TIMUR 
NOMOR 12 TAHUN 2019 

BUPATt KOL.AKA TIMUR 
PROVINSI SULAWESI TENGOARA 

SALIN AN 



4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan 
Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
23, Tambahan Lembaran Negiua Republik lndonesia Nomor 
5401); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipiJ 
Negara (Lembaran Ncpra Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcmerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Nepra Republik Indonesia Nomor 
5679); 

7. Und.ang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5887 ); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

10. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Oaerah (Serita Negara 
Tahun 2015 Nomor 2036); 

11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Sumber Daya Apa.ratur 
Dan Refonnasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 
Tahun 2018 tentang Evaluasi Kelembegaan lnstansi 
Pemcrintah; 

12. Peraturan Oaerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 
2016 tentang Pembentukan clan Sueunan Perangkat Oaerah 
Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Oaerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 
2018 tentang Perube.han Peraturan Oaerah Kabupaten 
Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tcntang Pembentukan 
clan Susunan Penltlgkat Ouenth Kabupaten Kolek.a Timur; 
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Oalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur. 
2. Bupati adalah Bupati KoJaka Timur. 
3. Pcrangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah 

dalam penyelenlJ88Taan pemerintahan daerah yang terdiri 
atae Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, lnspektorat, Dinaa, Sadan dan Kecamatan. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Kol.aka Timur. 

5. Asist.cn adalah Asisten Lingkup Sekrctariat Daerah 
Kabupaten Kolaka Timur yang mempunyai tugaa scbagai 
unsur pelayan administratif dalaln penyelenggaraan tugas­ 
tugas pemcrintahan dalam mengkoordinaaikan perumusan 
kebijakan penyelenggara.an rugas dan fungsi Perangkat 
Daerah yang berada di bawa.h dan bertanggungjawab kepada 
Sekretaris Daerah. 

6. Asisten Pemerintahan Dan Keaejahteraan Rakyat adalah 
Asisten bidang pemerintahan dan keaejahteraan rakyat 
Kabupaten Kolaka Timur. 

7. Asisten Perekonomian Dan Pembangunan adalab Asisten 
bidang perekonomian dan pembangunan Kabupatcn Kolalca 
Timur. 

8. Asisten Adrninistrasi Umum adalah Asisten bidang 
administrasi umum Kabupaten Kolaka Timur. 

9. Sadan Usaha Milik Dacrah sclanjutnya disebut BUMD 
adalah Badan Usaha Mililc Dacrah Kabupaten Kolaka Timur. 

Pasal 1 

BABl 
KETENTIJAN UMUM 

PERATURAN BUPATI KOLA.KA TIMUR TENTANG 
PENGELOMPOKAN KOORDINASI ORGANISASI PERANGKAT 
DAERAH MENURtrr FUNGSI ASISTEN SEKRETARIAT 
OAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR. 

MEMUTUSKAN: 

13. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 29 Tahun 2019 
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Sekretariat Oaerah Kabupat.en Kolaka 
Timur. 
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( 1) Langsung : 
a. Bagian Pcrekonomian; dan 
b. Bagian Pembangunan Dan Pengadaan Barang/ Jasa 

Pemerintah. 
(2) Koordinasi: 

a. Sadan Pcrencanaan Pcmbangunan Daerah, Pcnelitian 
Dan Pcngembangan; 

b. Sadan Penanggulangan Bencana Daerah; 
c. Dinas Pcrdagangan, Pcrindustrian, Koperasi, Usaha Kecil 

Dan Menengeh; 
d. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Dan Perhubungan; 
e. Dinas Pcrumahan Dan Kaw888Jl Pemukiman; 
I, Dinas Pangan; 
g. Dinas Kcaehatan; 
h. Dinas Tunaman Pangan Dan Pctcrnakan; 
i. Dinas Perkebunan Dan Hortikultura; dan 
j. BUMD. 

Pasal 3 
OROANISASI PERANOKAT DAERAH 

DI BAWAH KOORDlNASI 
ASISTEN PEREKONOMlAN DAN PEMBANOUNAN 

(1) Langsung : 
a. Bagian Pemerintahan; 
b. Bagia.n Keaejahteraan Rakyat; dan 
c. Bagjan Hukum. 

(2) Koordinaai : 
a. lnspektorat; 
b. Sadan Politik Dan Pcmerintahan Umum; 
c. Dinas U.ngkungan Hidup; 
d. Satuan Polisi Pamong Praja; 
e. Dinas Pcmbcrdayaan Maayarakal Desa; 
I, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil; 
g. Dinas Sosial; 
h. Dinas Pengendalian Pcnduduk Dan Keluarga Berencana; 
i. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi; dan 
j. Kecamatan/Kelurahan. 

Pasal 2 
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

DI BAWAH KOORDINASI 
ASISTEN PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 

BAB ll 
PENGELOMPOKAN FUNGSI ASJSTEN 
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Dalam hal mela.ksanakan tugas koordinasi acbagaimana 
dimaksud dalam Pcraturan ini, Para Asisten melaporkan hasil 
koordinaai dan pelakaanaan tugasnya kepada Sekretaris 
Daerah accara bcrk&.la sebagaj bentuk pcrtanggungjawaban 
tugas kepada atasan dan dasar pengambilan aetiap kcbijaka.n. 

Paaal 6 

( 1) Dalam hal pela.ksanaan tugae, Pcrangkat Daerah agar selalu 
melakukan koordinasi kepada Asisten sebagaimana yang 
te1ah dikelompokan dalam rangka pela.ksanaan fungsi 
Asisten Sekretariat Daerah sebaga.imana dimaksud Pasal 2, 
3 dan 4 dalam Peraturan Bupe.ti ini 

(2) Dalam hal koordinaai pelakaanaan tugas aebagaimana 
dimaksud ayat ( 11, Perangkat Dae rah juga dape.t melakukan 
koordinasi, integrasi dan sinkronisaai dengan para Aslsten 
yang bcrada di luar jalur k.oordinaainya sesuai dengan 
kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunao 
dan kemasyaraka.tan. 

Pasal 5 

BABm 
TATA KER.JA 

( 1) Langaung : 
a. Bagian Organisasi; 
b. Bagian Umum Dan Protokol; dan 
c. Bagian Per1engkapan. 

(2) Koordinasi : 
a. Sekrctariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
b. Sadan Kepegawaian Dan Pengembangan Swnber Daya 

Manuaia; 
c. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah; 
d. Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga; 
e. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 
f. Dinaa Pcmbcrdayaan Pcrempuan Dan Perlindungan 

Anak; 
g. Dinas Pcnanaman Modal Dan Pelayanan Pcrizinan 

Terpadu Satu Pintu; 
h. Dioas Komunikasi, lnformatika Dan Pcrsandian; clan 
i. Dinas Kearsipan dan Pcrpustakaan. 

Pasal 4 
ORGANJSASJ PERANGKAT DAERAH 

DI BAWAH KOORDINASl 
ASISTEN ADMINISTRASl UMUM 
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TRIKORA IRIANTQ. S.E .• M.Si. 
Pembina Tk. I, Ool. IV /b 
Nip. 19620709 198503 1 011 

Salinan sesuai dcngan aslinya 
KEPALA BAOIAN HUKUM, 

SERITA DAERAH KABUPATEN KOL.AKA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 12 

EKO SAN'TOSO BUDlARTO 

ttd 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOLAKA 11MUR, 

Diundangkan di Tirawuta 
Pada tanggal 19 Maret 2019 

TONY HERBIANSYAH 

ltd 

BUPATI KOLAKA TIMUR, 

Ditetapkan di Tirawuta 
Pada tanggal 19 Maret 2019 

Peraturan ini mulai berlaku pada ta.nggal di undangkan. 
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraruran Bupati ini dcngan pencmpatannya 
dalam berita daerab Kabupaten Kolaka Timur. 

PasaJ 7 

BAB lll 
KETENTUAN PENUTUP 

. 6. 



TRIKORA IRJANTQ. S.E,. M.Si. 
Pembina Tk. I, Ool IV /b 
Nlp. 19620709 198503 I OJ I 

Salinan eeauai denpn aalinya 
KEPALA BAOIAN HUKUM, 

~~ 

BUPATI KOLAKA TIMUR, 

ttd 
TONY HERBIA.NSYAH 

BUPATI 
W AKIL BUPATI 

SEKDA ".~ .... , STAF AHLI BUPATI 
T 

I I I 

ASISTftN rl I ASl!m!:N I I AS~ I PDIERINTAHAH a. ~ONOMIAH& AOMOOSTRASt UM\JM 
Kl!S&J~N RAKYAT l'EMBANOUNAN 

BADAN P£RENCANMN 
INSPEKTORAT ., PEMBA.NGUNAN DAERAH, SEKRETARIAT 

PENEUTIAN DAN DPRO 
PENGEMBAHGAN 

BADMI SADAN SADAN 
POLmKDAtt PltNANOOULANGAN KEPEOAW~, 

PEMERINTAHAN UM1JM BENCANA DAERAH • iPENOEMBANOAN SUMBE~ 
DAYA MANUSIA 

DlNAS PERDAOANOAN. BA DAN 

. DIMAS PERINDUSTRIAN, . PENGP.:LOLAAN 

LlNGKUNOAN HIDUP ICOPERASI, USAHA KECU. KEUANGMI DAN 
DAN "MENENOAH PENDAPATAN DAERAH 

DIMAS OINAS 
SATUAN PEKERJMN UMUM, TATA PENANAMAN MODAi. DAN 

POUSI PAMONO PRAJA RUA.NO DAN PE1.AYANAN PERIZlNAN 
PERHUBUNOAN TERPADU SATU PlNTU 

DINAS DfNAS OINAS 
PEMBERDAYAA.N PERUMAHAN DAN PENDIOIXAH 

MASYARAKAT DAN OESA .. KAWASAN PEMUKJMAN KEPEMUDMN DAN 
OLAHRAOA 

DINN) DIMAS 

. KEPENDUOUKAN DAN 01.l'fAS PEMBERDAYMN 
PENCATATAN SIPIL PANGAN 

.. PEREMPUAN 01\N 
PERUNDUNGAN ANAK 

DDIAS 
OINAS DlNAS PARIWlSATA DAN 
SOSIAL . KESEHATAN KEBUDAYMN 

DINAS PENO!NDAUAN OINAS DlNAS 
PENOUDUK DAN T/\NAMAN PANOAN DAN KOMUNIKASI, 

KELUARGA BERENCANA PEl'ERNAKAN INPORMAnKA DAN 
PER!Wf1)IAH 

DlNAS DINAS OINAS 
TE.HAGA KERJA DAN PERICEBUNAN DAN KEARSIPAN DAN 
~SMJORASJ HORTIKULT\JRA 

.. PER.PUSTAKMN 

KECAMATAN/ 
KELURAHAN BUMD . 

BAOAN JALUR KOORDCNASI 
ORGANISASJ PERANGKAT DAERAH MENURUT FUNOSI ASISTEN 

SEKRETARJAT DAERAH KABUPATEN KOi.AKA TIMUR 

LAMPl:RAN 
NO MOR 
TENTANO 

: PERATURAN BUPATI KABUPATEJll ICOLAICA mruR 
• 12 TAHU!'l2019 
: P&NO&.OMPOlrAM KOOROIHASI OROANrSASI 
PERAHOKAT D.Af.flAH Ml".IMWT ruHOSI ASlsn:N 
SEXRIITARIAT DA&RAJI l(ABt]PATEN IU)l.AXA TIMUR 
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